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ABSTRAK

Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional terbentuknya
Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan wujud
konkrit pengakuan serta penghormatan negara terhadap posisi desa ataupun kesatuan masyarakat hukum
adat. Keberadaan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah wujud entitas
otonom yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam konteks
kewenangan pembentukan desa, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Pusat mempunyai prakarsa dalam pembentukan desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional, disatu sisi-Pemerintah\Daerah mempunyai prakarsa juga dalam pembentukan desa.
Lain halnya dengan memakai sudut pandang otonomi desa, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat
yang diinstitusikan melalui prakarsa masyarakat itu sendiri yang memiliki kewenangan juga. Adapun yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Pembentukan Desa oleh
Pemerintah Pusat, Bagaimanakah kewenangan Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini
bersifat yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual.
Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data tertier. Pengaturan pembentukan desa oleh
Pemerintah Pusat mengacu pada rumusan norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, pengaturan pembentukan norma itu menyimpangi filosofi pembentukan desa yang berlandaskan asas
partisipasi, rekognisi, dan subsiadiritas. Pengaturan itu dijelaskan lebih rinci pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kewenangan pembentukan desa oleh Pemerintah Pusat merupakan kewenangan konkuren yaitu dibagi
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
Kewenangan pembentukan desa oleh Pemerintah Pusat tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang sesuai
dengan keberadaan asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi, subsiadiritas, partisipasi maupun
transparansi harus diinternalisasikan di dalam klausula Pasal 13 UU Desa sehingga mekanisme
pembentukan desa versi Pemerintah Pusat beranjak dari aras bawah (bottom up). Diperlukan regulasi
setingkat undang-undang tentang’ kewenangan Pembentukan‘desa oleh Pemerintah Pusat serta tipologis
kawasan yang bersifat khusus strategis kepentingan nasional.
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